
Berita: Muhammadiyah
 

Berkumpul di PP Muhammadiyah, Elemen Masyarakat
Serukan Tolak Revisi UU KPK 

Selasa, 16-02-2016

Yogyakarta- Sekitar seratus lima puluh orang yang terdiri dari berbagai kalangan lintas golongan mulai
dari akademisi, tokoh agama, aktivis perempuan, kelompok difabel, jurnalis, hingga mahasiswa
berkumpul di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi
Undang – Undang KPK. Draft revisi Undang – Undang KPK RI yang akan dibahas oleh DPR tersebut
disinyalir sebagai upaya pelemahan institusi KPK. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang
hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, upaya pelemahan KPK sudah sering dilakukan tetapi
selalu gagal karena ada tembok rakyat yang mempertahankan. “18 kali upaya dari kalangan anti
reformasi mencoba melemahkan KPK lewat revisi melalui judicial review. Itu semua kandas karena
dilawan masyarakat sipil yang tanpa pamrih, jelasnya, Ahad (14/2). Dalam draft revisi Undang – Undang
KPK, menurut Busyro ada empat poin yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan KPK. Pertama Dewan
Pengawasan yang memiliki sejumlah yang dapat menghambat kinerja KPK semisal penyadapan dan
penyitaan yang harus mendapatkan izin dari dewan pengawas, Kedua, adalah mengenai upaya
penyadapan oleh KPK yang harus seizin kejaksaan dan dewan pengawas. Ketiga adalah terkait
penyelidik dan penyidik KPK. Draft revisi UU tersebut, KPK tidak diperbolehkan mengangkat penyelidik
dan penyidik mandiri. Keempat, adalah pasal yang menyebutkan KPK dapat menghentikan penyidikan
dan penuntutan perkara korupsi (SP3). "Desain dan arahnya bisa dipahami dengan mudah. Arahnya
yaitu melemahkan sistem pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan KPK," jelas mantan orang nomer
satu KPK ini. Dalam pertemuan yang diberi judul Jogja Gumregah Tolak Revisi UU KPK tersebut hadir
para tokoh diantaranya, Direktur PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar, budayawan sekaligus Direktur Ilmu
Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma ST Sunardi, Ketua AJI Yogyakarta Anang Zakaria ,
Komisioner ORI Budi Santoso, ketua forum LSM DIY Benny Susanto, Sosiolog UGM Susetiawan,
perwakilan PWNU DIY Purwo Santoso, perwakilan Muhammadiyah, KAHMI DIY, organisasi difabel,
advokat, perempuan antikorupsi, LSM, agamawan, dan perwakilan mahasiswa. Pada akhir acara,
dibacakan pernyataan sikap yang dipimpin oleh putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Alisa
Wahid yang dilanjutkan dengan penandatanganan spanduk anti korupsi oleh seluruh peserta di halaman
kantor PP Muhammadiyah. (mac) 
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